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KATA PENGANTAR 

Dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam 

pelayanan publik, kami dengan hormat menyampaikan laporan mengenai penanganan 

pengaduan perizinan yang telah diterima oleh instansi kami selama Januari sampai 

dengan Juni 2023.  Laporan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk memberikan 

pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan menjaga integritas serta efisiensi 

dalam proses perizinan.   

Pengaduan yang kami terima mencakup lingkup Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kami menerima keluhan terkait layanan lamanya 

proses perizinan, ketidakjelasan persyaratan, hingga keluhan terhadap pelayanan 

petugas serta pengaduan dari pelaku usaha atau masyarakat pada perusahaan yang 

telah berizin tetapi melanggar peraturan yang telah ditetapkan.  

Dalam laporan ini, kami akan menjelaskan tindakan-tindakan yang telah kami ambil 

dalam menangani pengaduan tersebut, termasuk langkah-langkah yang telah 

ditindaklanjuti untuk memperbaiki sistem perizinan, meningkatkan transparansi, dan 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

memberikan saran dan masukan kepada kami. Dengan kerja sama dan dukungan dari 

masyarakat dan pelaku usaha, kami yakin bahwa kita dapat terus meningkatkan 

kualitas layanan perizinan dan memastikan bahwa proses perizinan berjalan dengan 

lancar dan efisien. 

Laporan ini dibuat dengan itikad baik dan harapan besar bahwa tindakan-

tindakan perbaikan yang telah kami lakukan akan memenuhi harapan masyarakat. 

Kami juga tetap terbuka untuk menerima masukan lebih lanjut guna meningkatkan 

kualitas pelayanan perizinan di masa depan 

Demikian Laporan Semester I ini kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat 

bagi semua pihak yang membutuhkan. 

 Purwakarta, 03 Juli 2023 

Mengetahui,  

Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Purwakarta 

 

 

 

 

 

Hariman Budi Anggoro, ST, MT 

NIP. 19790605 200501 1 013 

 

Ketua Tim Layanan Informasi, 
Konsultasi dan Pengaduan 

Masyarakat 
 

 
 
 

 
 

 

Lingga Kencana, S.Pd 

NIP. 19790201 200901 2 001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG  

 

Pelayanan perizinan merupakan salah satu pilar utama dalam memastikan 

kelancaran berbagai aktivitas usaha dan kegiatan masyarakat. Dalam rangka 

memenuhi tuntutan pelayanan publik yang berkualitas, kami telah menerima 

sejumlah pengaduan terkait proses perizinan selama periode tertentu. Laporan ini 

bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penanganan 

pengaduan perizinan yang telah kami terima, serta langkah-langkah yang telah 

diambil untuk meningkatkan proses perizinan dan pelayanan kepada masyarakat.  

 Pengaduan-pengaduan yang diterima mencakup beragam masalah, seperti 

keluhan terhadap kelambatan proses perizinan, ketidakjelasan persyaratan, 

pelayanan yang kurang memuaskan, dan masalah lain yang berkaitan dengan 

pemberian izin. Kami menganggap setiap pengaduan sebagai peluang untuk 

merenung, belajar, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, 

laporan ini mencerminkan komitmen kami dalam menjaga transparansi, 

akuntabilitas, serta keinginan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada 

masyarakat. 

 Dalam bagian-bagian berikutnya, laporan ini akan membahas berbagai aspek 

pengaduan perizinan, termasuk analisis masalah yang dihadapi, tindakan korektif 

yang telah diterapkan, serta upaya untuk memperbaiki sistem perizinan secara 

keseluruhan. Semua langkah yang telah kami ambil bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan perizinan yang kami sediakan 

kepada masyarakat. 

 Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan 

dan pengaduan kepada kami, serta berharap bahwa laporan ini akan memberikan 

gambaran yang komprehensif mengenai upaya perbaikan yang telah kami lakukan. 

Kami juga tetap terbuka untuk menerima saran dan masukan lebih lanjut yang 

dapat membantu kami dalam menjalankan tugas kami dengan lebih baik. 

 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud penyusunan laporan penanganan pengaduan perizinan ini adalah :  

➢ Transparansi: Maksud utama adalah untuk menjaga tingkat transparansi 

dalam operasional instansi yang berkaitan dengan pemberian perizinan. 

Laporan ini memberikan gambaran tentang bagaimana instansi menangani 

pengaduan masyarakat terkait perizinan, sehingga pihak-pihak terkait dan 

masyarakat dapat memahami prosesnya. Memberikan akses seluas-luasnya 

kepada masyarakat atas partisipasinya dalam menyampaikan keluhan atau 

pengaduan terhadap layanan publik yang diberikan; 

➢ Evaluasi Kualitas Pelayanan: Laporan ini membantu dalam mengevaluasi 

kualitas pelayanan yang diberikan kepada pemohon perizinan. Ini 

memberikan wawasan tentang sejauh mana instansi telah memenuhi 

harapan pemohon dan apakah ada ruang untuk perbaikan. Membangun 

sistem pengelolaan pengaduan secara terintegrasi; 
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➢ Perbaikan Proses: Maksudnya adalah untuk mengidentifikasi masalah dan 

tantangan dalam proses perizinan dan merancang langkah-langkah 

perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberian izin; 

➢ Akuntabilitas: Penyusunan laporan ini adalah bentuk akuntabilitas 

institusi terhadap masyarakat. Ini menunjukkan keseriusan instansi dalam 

mengatasi pengaduan dan memberikan solusi yang tepat. 

 

Tujuan penyusunan laporan penanganan pengaduan perizinan :  

➢ Meningkatkan Pelayanan Publik: Salah satu tujuan utama adalah 

meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait perizinan. Melalui laporan 

ini, instansi dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan 

dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. 

➢ Memperbaiki Proses Perizinan: Laporan ini membantu dalam 

mengidentifikasi masalah dalam proses perizinan dan tujuannya adalah 

untuk merancang perubahan dan perbaikan yang dapat mempermudah dan 

mempercepat proses perizinan. 

➢ Mengatasi Keluhan dan Pengaduan: Laporan ini bertujuan untuk 

merespons pengaduan yang telah diterima dari masyarakat dan mencari 

solusi yang memuaskan bagi pemohon perizinan. Ini menciptakan kepuasan 

pemohon dan membangun kepercayaan. 

➢ Meningkatkan Akuntabilitas: Tujuan lain adalah meningkatkan 

akuntabilitas institusi pemerintah terhadap masyarakat. Laporan ini 

menunjukkan bahwa instansi mengambil tindakan atas pengaduan yang 

diterima dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. 

➢ Transparansi dan Partisipasi Masyarakat: Laporan ini juga bertujuan 

untuk meningkatkan transparansi dalam proses perizinan dan mendorong 

partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan proses tersebut. 

➢ Pengambilan Keputusan yang Informatif: Laporan ini memberikan data 

dan informasi penting yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan 

oleh instansi terkait untuk memperbaiki pelayanan perizinan. 

     Dengan memahami maksud dan tujuan penyusunan laporan penanganan 

pengaduan perizinan, DPMPTSP dapat lebih efektif merencanakan dan 

melaksanakan tindakan perbaikan serta menjaga komitmen untuk memberikan 

layanan perizinan yang lebih baik kepada masyarakat. 

 

 

C. DASAR HUKUM 

❖ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik; 

❖ Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

❖ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;  

❖ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman 
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Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara 

Nasional; 

❖ Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan 

Pengaduan Masyarakat di Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

❖ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

❖ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

❖ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah; 

❖ Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

❖ Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : PM.06.03/KEP.56-

DPMPTSP/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan 

Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Purwakarta. 

 

 

D. RUANG LINGKUP 

 Ruang lingkup pelaksanaan penanganan pengaduan perizinan di DPMPTSP 

mencakup seluruh tahapan proses penanganan pengaduan, dari penerimaan hingga 

pemantauan dan perbaikan berkelanjutan. diantaranya :  

1. Penerimaan Pengaduan: 

2. Registrasi dan Dokumentasi: 

3. Klasifikasi Pengaduan: 

4. Pemeriksaan Awal: 

5. Penanganan Pengaduan: 

6. Investigasi dan Analisis: 

7. Monitoring dan Pelaporan: 

8. Kepatuhan dengan Ketentuan Hukum dan Regulasi: 

9. Pelibatan Masyarakat 

10. Transparansi dan Akses Informasi 

11. Kepatuhan Etika dan Profesionalisme: 

 Kami memastikan bahwa pengaduan ditangani secara efisien, transparan, dan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

A. PROFIL 

Pada era digital ini banyak hal yang berubah diantaranya percepatan 

informasi, sehingga hal ini menyebabkan banyaknya kolaborasi dan investasi. 

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan 

melakukan sejumlah perubahan dalam pelayanan publik. 

 

1. Visi Dan Misi 

 VISI 

Mewujudkan Purwakarta Istimewa 

 MISI 

o Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan 

Sosial. 

o Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan 

Profesional. 

o Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan 

Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan. 

o Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa. 

 

2. Tugas Pokok Dan Funsi 

 Tugas Pokok 

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas-tugas 

yang diberikan kepada Daerah. 

 Fungsi  

o Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintahan 

penanaman modal; 

o Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan urusan 

pemerintahan penanaman modal; 

o Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan penanaman modal; 

o Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan penanaman 

modal; dan 

o Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsi. 
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3. Maklumat 

➢ Kami menyatakan sanggup untuk melaksanakan pelayanan 

sesuai dengan standar Pelayanan 

➢ Kami menyatakan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai 

kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, 

dan 

➢ Kami menyatakan bersedia untuk menerima sanksi dan/atau 

memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak 

sesuai dengan standar. 

 

4. Motto 

MOTTO DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Adalah: 

"Pelayanan Sepenuh Hati" 

 

5. Susunan Organisasi 

 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN PURWAKARTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kewenangan 

Kewenangan DPMPTSP adalah: 

a.  Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dalam 

penyelenggaraan perizinan dan non perizinan ditingkat Pemerintah 

Kota;  

b. Pemrosesan dan penandatanganan dokumen perizinan;  

c. Penyerahan dokumen perizinan kepada pemohon;  
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d. Penyederhanaan prosedur perizinan;  

e. Penyederhanaan persyaratan, jumlah dan jenis perizinan bersama-

sama unsur lain di lingkungan Pemerintah Kota;  

f. Penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada 

Bupati secara berkala/periodik (perbulan) dan atau sewaktu-waktu 

jika diperlukan. 

 

B. SUMBER DAYA 

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Pelayanan Pengaduan, sumber 

daya manusia masih sangat terbatas, anggaran maupun sarana dan prasarana. 

Adapun komposisi sumber daya tersebut sampai dengan Bulan Juni  Tahun 

2023 adalah sebagai berikut:  

1. Sumber Daya Manusia  

Sumber Daya Manusia di layanan perizinan pengaduan dalam 

disesuaikan dengan keahlian dan kompetensi.  

Adapun kompetensi sumber daya manusia, terdiri atas : 

- Penata Perizinan Ahli Muda merupakan  pengendali atas pelaksanaan 

penanganan pengaduan perizinan dengan cara menyusun program, 

mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan 

mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar 

pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang 

diinginkan. 

- Analis Pengaduan Pelayanan Publik merupakan petugas yang 

mengelola data pengaduan dengan melaksanakan pelayanan 

pengaduan dan melaksanakan penanganan pengaduan serta 

menyusun rekapitulasi pengelolaan aspirasi dan pengaduan 

pelayanan publik secara berkala.  

- Petugas Pengelola Pengaduan dMal Pelayanan Publik bertugas 

menerima aspirasi pengaduan pelayanan publik, memberikan 

laporan atas tindak lanjut pengaduan dan menyampaikan laporan 

secara berkala hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan. 

 

Tabel 1 : Komposisi Substansi Pengaduan Berdasarkan Jabatan  

NO FUNGSI JUMLAH 

1 Penata Perizinan Ahli Muda 1  Orang 

2 Pelaksana Analis Pengaduan Publik 1 Orang 

3 Petugas Pengelola Pengaduan MPP 2 Orang 
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2. Anggaran  

 

Anggaran yang digunakan untuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan 

Perizinan tahun 2023 ini bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta dengan nama Kegiatan 

Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 

Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan. Alokasi 

anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 30.000.000,- dan di Semester I ini telah 

di realisasikan sebesar: 

Tabel 2 : Alokasi Anggaran Penanganan Pengaduan 

SEMESTER TAHUN 

 

PAGU ANGGARAN 

(Rp) 

 

REALISASI (Rp) 

s.d SEMESTER I 

 

PERSENTASE 

(%) 

I 2023 

 

30.000.000 

 

9.687.000 32,29% 

  

3. Sarana dan Prasarana  

DPMPTSP Kabupaten Purwakarta menyediakan layanan “GARDU PASTI” 

(Pengaduan Terpadu Perizinan dan Investasi), yang diantaranya :  

- Penyampaian secara lisan atau tatap muka langsung dapat 

disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan di Mal Pelayanan 

Publik Bale Madukara Kabupaten Purwakarta. 

- Melalui korespondensi atau surat menyurat yang dapat dimasukkan 

ke dalam kotak saran/pengaduan di tempat layanan tersedia atau 

ditujukan ke alamat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Jl. Veteran No. 139 Kabupaten 

Purwakarta. 

- Mengisi formulir GARDU PASTI di Mal Pelayanan Publik Bale 

Madukara Kabupaten Purwakarta. 

- Website : dpmptsp.purwakartakab.go.id 

- Website MPP Bale Madukara : mpp.purwakartakab.go.id 

- E-mail DPMPTSP : ptsppurwakartakab@gmail.com 

- E-mail MPP Bale Madukara : mppmadukara@gmail.com 

- E-mail Pengaduan : pengaduanptsp139@gmail.com 

- IG DPMPTSP : dpmptsp.purwakarta 

- IG MPP Bale Madukara :mppmadukara 

- Situs Media Online 

- Saluran langsung pada telepon kantor (0264) 8224794 

mailto:ptsppurwakartakab@gmail.com
mailto:pengaduanptsp139@gmail.com
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- SMS Gateway Pengaduan / Whatssapp (0818 09898222) 

- Rapat Koordinasi 

- Instruksi Pimpinan 

 

Dan di dukung juga oleh sarana dan prasarana, antara lain :  

Tabel 3 : Sarana Pendukung Pengaduan  

 

NO 

 

NAMA 

BARANG 

TAHUN 

PENGADAAN 

 

JUMLAH 

 

KONDISI 

1 Komputer 2017 1 unit Baik 

2 HP Pengaduan 2020 1 unit Baik 

3 Komputer 

Pengaduan 

MPP 

2021 1 unit Baik 

4 Formulir 

Pengaduan 

2023 20 berkas Baik 
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BAB II 

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HAMBATAN 

A. KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN 

1. Status Penanganan Pengaduan Perizinan  

Tim Layanan Informasi, Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat DPMPTSP Kabupaten 

Purwakarta dari mulai  tanggal 1 Januari s.d 30 Juni 2023 telah menerima 

pengaduan sebanyak 14 permasalahan dengan status penanganan pengaduan 

perizinan sebagai berikut : 

  

Tabel 4 : Status Penanganan Pengaduan Perizinan  

NO 

 

STATUS PENANGANAN 

PENGADUAN PERIZINAN 

 

JUMLAH PERSENTASE 

1 Selesai 9 64% 

2 Proses 5 36% 

JUMLAH 14 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Penanganan Pengaduan Perizinan per Saluran Pengaduan  

Berdasarkan pengaduan yang masuk ke DPMPTSP per saluran selama 

kurun waktu tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar diagram 

dibawah ini : 

 

 

 

64%

36%

Sales

SELESAI PROSES
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                  Tabel 5 : Penanganan Pengaduan Perizinan per Saluran Pengaduan  

NO SALURAN PENGADUAN JUMLAH 

1 Tatap muka - 

2 Korespondensi / surat menyurat 8 

3 Formulir Pengaduan - 

4 Website DPMPTSP 1 

5 E-mail DPMPTSP - 

6 E-mail MPP Bale Madukara - 

7 Instagram (IG) DPMPTSP - 

8 Instagram (IG) MPP Bale Madukara - 

9 Situs Media Online - 

10 Telepon Kantor - 

11 SMS / Whatssapp 1 

12 Rapat Koordinasi - 

13 Instruksi Pimpinan 4 

 JUMLAH 14 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kegiatan Penanganan Pengaduan Perizinan Tahun 2023 

 
 

 

Laporan Semester I 

11 

Laporan Semester I 

3. Kegiatan  Penanganan Pengaduan Perizinan Tahun 2023 

     Tabel 6 : Penanganan Pengaduan Perizinan  
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B. HAMBATAN  

Hambatan dalam pelaksanaan penanganan pengaduan perizinan di Semester I tahun 2023 ini 

diantaranya yaitu :  

1. Kurangnya Sumber Daya; 

2. Kurangnya Pelatihan dan Keterampilan; 

3. Kompleksitas Hukum dan Regulasi; 

4. Ketidaktransparan Proses; 

5. Birokrasi yang Rumit; 

6. Ketidakjelasan Peran dan Tanggung Jawab; 

7. Ketidakmampuan Berkomunikasi dengan Jelas; 

8. Ketidakpuasan Masyarakat; 

9. Ketidakmampuan untuk Mengukur Kinerja; 

10. Ketidakpercayaan Masyarakat. 

 

C. UPAYA PENYELESAIAN 

Upaya penyelesaian Tim Layanan Informasi, Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat 

DPMPTSP dalam rangka peningkatan penanganan pengaduan perizinan mencakup beberapa 

tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki proses perizinan, meningkatkan transparansi, dan 

memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pemohon, diantaranya: 

1. Tersedianya kanal GARDU PASTI di Mal Pelayanan Publik Bale Madukara; 

2. Melakukan audit dan evaluasi rutin terhadap proses perizinan untuk mengidentifikasi 

penyebab keluhan dan hambatan;  

3. Melakukan koordinasi dan pembinaan secara rutin terkait validasi data pengaduan oleh 

masing-masing petugas layanan pengaduan; 

4. Meningkatkan komunikasi dengan pemohon, termasuk memberikan informasi yang jelas 

terkait proses perizinan dan waktu yang diharapkan; 

5. Memberikan kontak dan informasi yang jelas kepada pemohon dan masyarakat dalam hal 

melaporkan masalah atau keluhan secara terbuka untuk menerima masukan, saran dan 

keluhan mengenai masalah yang mereka hadapi dalam proses perizinan; 

6. Diadakannya sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media 

sosial; 

7. Melakukan pelatihan tambahan untuk petugas pengelola pengaduan perizinan, terutama 

yang terlibat dalam penilaian dan pengelolaan perizinan; 

8. Memastikan bahwa petugas memahami regulasi terkini dan terbaik; 

9. Membentuk tim khusus di internal DPMPTSP dan Tim Gabungan dengan instansi teknis 

terkait; 

10. Melakukan koordinasi dengan OPD teknis melalui mekanisme rapat gabungan. 
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Laporan Semester I 

 

BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Penanganan Pengaduan Perizinan ini ditangani oleh Tim Layanan Informasi, 

Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat beserta Tim Teknis terkait.  

Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Perizinan Semester I di tahun 2023 sebanyak 14 

permasalahan dengan status permasalahan 9 Selesai dan 5 Proses.  

B. SARAN 

Penyusunan Laporan Penanganan Pengaduan Perizinan ini menyajikan 

pertanggungjawaban dan laporan kegiatan selama satu 1 semester yang memuat atas 

kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

tercapai di semester awal tahun 2023 serta merupakan umpan balik untuk memicu 

perbaikan kinerja Tim Layanan Informasi, Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat ke 

depannya.  

Pelaksanaan layanan publik yang diberikan diharapkan dapat terus di pertahankan 

dan di tingkatkan dengan melakukan koordinasi yang baik antara setiap Sub Sektor di 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta 

khususnya petugas layanan informasi, konsultasi dan pengaduan serta petugas dan pejabat 

back office begitu juga halnya dengan petugas tim teknis dari Dinas Teknis yang ditujuk. 

Selain itu perlu terus dilakukan sosialisasi dan informasi yang berkelanjutan ke masyarakat 

ataupun pelaku usaha agar usaha atau kegiatan yang dilakukan setiap warga masyarakat 

sudah dilengkapi izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS melalui Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta. 

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan Evaluasi Pelaksanaan 

Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.  

Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini jauh dari sempurna, oleh karena itu 

saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di tahun yang 

akan datang.  
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Laporan Semester I 
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KABUPATEN PURWAKARTA

(17 MARET 2023)



TINDAKLANJUT HASIL KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA KOMISI I DPRD 

KABUPATEN PURWAKARTA KE CV. SOLVI INDONESIA 

PERIHAL PELANGGARAN FUNGSI DAN TATA RUANG YANG TIDAK SESUAI 

DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NO. 11 TAHUN 2012 

( 31 MARET 2023 )



TINDAKLANJUT HASIL KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA KOMISI I DPRD 

KABUPATEN PURWAKARTA KE CV. SOLVI INDONESIA 

PERIHAL PELANGGARAN FUNGSI DAN TATA RUANG YANG TIDAK SESUAI 

DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NO. 11 TAHUN 2012 

( 31 MARET 2023 )



TINDAKLANJUT HASIL KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA KOMISI I DPRD 

KABUPATEN PURWAKARTA KE CV. SOLVI INDONESIA 

PERIHAL PELANGGARAN FUNGSI DAN TATA RUANG YANG TIDAK SESUAI 

DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NO. 11 TAHUN 2012 

( 31 MARET 2023 )



TINDAKLANJUT HASIL KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA KOMISI I DPRD 

KABUPATEN PURWAKARTA KE CV. SOLVI INDONESIA 

PERIHAL PELANGGARAN FUNGSI DAN TATA RUANG YANG TIDAK SESUAI 

DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NO. 11 TAHUN 2012 

( 31 MARET 2023 )



TINDAKLANJUT HASIL KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA KOMISI I DPRD 

KABUPATEN PURWAKARTA KE CV. SOLVI INDONESIA 

PERIHAL PELANGGARAN FUNGSI DAN TATA RUANG YANG TIDAK SESUAI 

DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NO. 11 TAHUN 2012 

( 31 MARET 2023 )



TINDAKLANJUT HASIL KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA KOMISI I DPRD 

KABUPATEN PURWAKARTA KE CV. SOLVI INDONESIA 

PERIHAL PELANGGARAN FUNGSI DAN TATA RUANG YANG TIDAK SESUAI 

DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NO. 11 TAHUN 2012 

( 31 MARET 2023 )



TINDAKLANJUT HASIL KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA KOMISI I DPRD 

KABUPATEN PURWAKARTA KE CV. SOLVI INDONESIA 

PERIHAL PELANGGARAN FUNGSI DAN TATA RUANG YANG TIDAK SESUAI 

DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NO. 11 TAHUN 2012 

( 31 MARET 2023 )



TINDAKLANJUT HASIL KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA KOMISI I DPRD 

KABUPATEN PURWAKARTA KE PT. ASPUTRA PERKASA MAKMUR 

TERKAIT BANGUNAN YANG BELUM MEMILIKI IZIN IMB/PBG DAN PERIZINAN 

LAINNYA

( 31 MARET 2023 )



TINDAKLANJUT HASIL KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA KOMISI I DPRD 

KABUPATEN PURWAKARTA KE PT. ASPUTRA PERKASA MAKMUR 

TERKAIT BANGUNAN YANG BELUM MEMILIKI IZIN IMB/PBG DAN PERIZINAN 

LAINNYA

( 31 MARET 2023 )



TINDAKLANJUT HASIL KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA KOMISI I DPRD 

KABUPATEN PURWAKARTA KE PT. ASPUTRA PERKASA MAKMUR 

TERKAIT BANGUNAN YANG BELUM MEMILIKI IZIN IMB/PBG DAN PERIZINAN 

LAINNYA

( 31 MARET 2023 )



TINDAKLANJUT HASIL KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA KOMISI I DPRD 

KABUPATEN PURWAKARTA KE PT. ASPUTRA PERKASA MAKMUR 

TERKAIT BANGUNAN YANG BELUM MEMILIKI IZIN IMB/PBG DAN PERIZINAN 

LAINNYA

( 31 MARET 2023 )



TINDAKLANJUT HASIL KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA KOMISI I DPRD 

KABUPATEN PURWAKARTA KE PT. ASPUTRA PERKASA MAKMUR 

TERKAIT BANGUNAN YANG BELUM MEMILIKI IZIN IMB/PBG DAN PERIZINAN 

LAINNYA

( 31 MARET 2023 )



TINDAKLANJUT HASIL KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA KOMISI I DPRD 

KABUPATEN PURWAKARTA KE PT. ASPUTRA PERKASA MAKMUR 

TERKAIT BANGUNAN YANG BELUM MEMILIKI IZIN IMB/PBG DAN PERIZINAN 

LAINNYA

( 31 MARET 2023 )



TINDAKLANJUT HASIL KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA KOMISI I DPRD 

KABUPATEN PURWAKARTA KE PT. ASPUTRA PERKASA MAKMUR 

TERKAIT BANGUNAN YANG BELUM MEMILIKI IZIN IMB/PBG DAN PERIZINAN 

LAINNYA

( 31 MARET 2023 )



TINDAKLANJUT HASIL KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA KOMISI I DPRD 

KABUPATEN PURWAKARTA KE PT. ASPUTRA PERKASA MAKMUR 

TERKAIT BANGUNAN YANG BELUM MEMILIKI IZIN IMB/PBG DAN PERIZINAN 

LAINNYA

( 31 MARET 2023 )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTASI PENANGANAN 

PENGADUAN PERIZINAN 

TRIWULAN II (APRIL - JUNI) 

TAHUN 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TINDAKLANJUT HASIL RAPAT DENGAN KOMISI I DPRD KABUPATEN PURWAKARTA TERKAIT 

PERMASALAHAN CV. SOLVI INDONESIA 

PERIHAL PELANGGARAN FUNGSI DAN TATA RUANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA NO. 11 TAHUN 2012 DI RUANG RAPAT KOMISI I   

( 04 APRIL 2023 ) 

 

 

        

 



 

 



TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN TERKAIT PERMASALAHAN 

CV. SOLVI INDONESIA 

( 11 APRIL 2023 ) 

 

 

 

 

 



BUKTI PENYAMPAIAN SURAT TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN 

TERKAIT PERMASALAHAN CV. SOLVI INDONESIA KE DINAS TEKNIS 

(11 APRIL 2023) 

 

     

 

     

 



TINDAKLANJUT HASIL RAPAT DENGAN KOMISI I DPRD KABUPATEN 

PURWAKARTA TERKAIT PERMASALAHAN PT. ASPUTRA PERKASA MAKMUR 

PERIHAL BANGUNAN YANG BELUM MEMILIKI IZIN IMB/PBG DAN PERIZINAN 

LAINNYA DI RUANG RAPAT KOMISI I 

( 4 APRIL 2023 ) 

 

     



 

 



TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN TERKAIT PERMASALAHAN 

PT. ASPUTRA PERKASA MAKMUR 

( 11 APRIL 2023 ) 

 

 

 

 

 

 



BUKTI PENYAMPAIAN SURAT TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN 

TERKAIT PERMASALAHAN PT. ASPUTRA PERKASA MAKMUR KE DINAS TEKNIS 

(11 APRIL 2023) 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SURAT KEBERATAN KE 2 DARI PT. BUMI CIBARUSAH INDAH 

UNTUK PT. TIGA PILAR GRIYA PRATAMA 

( 29 MEI 2023 ) 

 

 

 

       

 

 

 



BUKTI HASIL KOORDINASI TERKAIT PERMASALAHAN PT. BUMI CIBARUSAH INDAH 

DAN PT. TIGA PILAR  

(31 MEI 2023) 

 

 

         
 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 



 

SURAT PROGRESS DAN TINDAK LANJUT 

CV. SOLVI INDONESIA 

( 12 JUNI 2023 ) 

 

 

                  

 

 

 



BUKTI HASIL KOORDINASI DENGAN STAF ANGGOTA KOMISI I DPRD KABUPATEN 

PURWAKARTA TERKAIT  SURAT PROGRESS DAN TINDAK LANJUT 

CV. SOLVI INDONESIA 

(20 JUNI 2023) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



DOKUMENTASI HASIL INSPEKSI LAPANGAN KE PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA (ALFAMART 

DARANGDAN) OLEH SATPOL PP KABUPATEN PURWAKARTA 

ATAS PENGADUAN DARI LPKSM PUTRA SILIWANGI TERKAIT JAM OPERASIONAL 

MINIMARKET 

(RABU /14 JUNI 2023) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TINDAK LANJUT INSPEKSI LAPANGAN TERHADAP PELANGGARAN   

JAM OPERASIONAL MINIMARKET DI KABUPATEN  PURWAKARTA 

( 15 JUNI 2023 ) 

 

 

 
 

 

 
   



 

 

 

 



TINDAK LANJUT RAPAT PEMBAHASAN PELANGGARAN   

JAM OPERASIONAL MINIMARKET DI KABUPATEN  PURWAKARTA 

RUANG RAPAT DPMPTSP 

( 22 JUNI 2023 ) 

 

    

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


